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ABSTRAK 

SITI NUR TSALIS. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa di Desa Sastrodirjan, Kecamatan 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. 

Pemerintahan desa sebagai unit organisasi pemerintah yang 

berhadapan langsung dengan masyarakat, dengan segala latar belakang 

kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat 

ditentukan oleh kemajuan desa. Pencatatan transaksi-transaksi dan 

pelaporan kinerja pemerintahan tidak luput dari peran perangkat desa 

dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan akuntabilitas 

pengelolaan dana desa dan peran perangkat desa dalam pengelolaan 

dana desa di Desa Sastrodirjan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten 

Pekalongan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara 

dan dokumentasi. dan teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) akuntabilitas pengelolaan dana 

desa dalam implementasinya dibagi beberapa tahap yaitu tahap 

perencanaan, tahap pengelolaan dan tahap pertanggungjawaban yang 

kesemua tahapnya telah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, 

dan akuntabilitas. (2) perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya 

telah sesuai dengan bidangnya masing-masing.  

Kata kunci: Peran Perangkat Desa, akuntabilitas, pengelolaan dana desa 
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ABSTRACT 

SITI NUR TSALIS. The Role of Village Officials in Accountability 

for Village Fund Management in Sastrodirjan Village, 

Wonopringgo District, Pekalongan Regency. 

Village government as a government organizational unit that 

deals directly with the community, with all their background interests 

and needs, has a role that is largely determined by the progress of the 

village. Recording transactions and reporting government performance 

does not escape the role of village officials in accountability and 

transparency in managing village funds. The aim of this research is to 

describe the accountability of village fund management and the role of 

village officials in managing village funds in Sastrodirjan Village, 

Wonopringgo District, Pekalongan Regency. 

The method used in this research is descriptive qualitative. Data 

collection techniques use interview and documentation techniques. and 

the data analysis techniques used in this research are data reduction, 

data display, and conclusion drawing/verification. 

The results of this research are: (1) accountability in village 

fund management in its implementation is divided into several stages, 

namely the planning stage, management stage and accountability stage, 

all of which have implemented the principles of participation, 

transparency and accountability. (2) village officials carry out their 

duties in accordance with their respective fields. 

Keywords: Role of Village Officials, accountability, management of 

village funds 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

1. Konsonan 

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem 

tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini 

sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan 

dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan 

tanda sekaligus. 

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan 

huruf latin. 
 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak ا
dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha(dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet(dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ Zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‟ Koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك



xv 

  

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ` Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

 

1. Vokal 
 

Vokaltunggal Vokalrangkap Vokalpanjang 

 ā =أ  a =أ

 ī =يإ ai=يأ i =أ

 ū =وأ au=وأ u =أ

 

2. Ta Marbutah 

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/Contoh: 

 ditulis mar’atun jamīlah جميلةمرأة

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/ 

Contoh: 

 
طمةاف  ditulis fātima 

3. Syaddad (tasydid, geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda syaddad  tersebut. 

Contoh: 

 ditulis rabbanā انبر

 ditulis al-birr ربال

 
  



xvi 

 

4. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

Contoh: 
 

 Ditulis asy-syamsu سمشال

 Ditulis ar-rajulu الرجل

 Ditulis as-sayyidah ةديسال

 
Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” 

ditransliterasikan sesuaidengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ 

diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 

dengan tanda sempang. 

 

Contoh:  

 Ditulis al-qamar القمر

 ’Ditulis al-badī عيدبال

 Ditulis al-jalāl الجالل

 
5. Huruf Hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. 

Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata atau 

akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan 

apostrof/ ` /. 
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Contoh: 

 ditulis umirtu أمرت

 ditulis syai شيء
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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelmelrintah pusat tellah melmbelrikan kelwelnangan kelpada 

delsa untuk melnguasai dan me lmbangun wilayahnya se lndiri 

delngan disahkannya Undang-Undang No lmolr 6 Tahun 2014. 

Kelbijakan alo lkasi anggaran yang be lsar belrdampak pada 

pelngellollaannya; kare lna uang yang dipe lrollelh delsa selmakin 

melningkat dari tahun ke l tahun, maka dipe lrlukan pelrangkat de lsa 

untuk melmbantu ke lpala delsa dalam melngellolla dana 

delsa.(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,2014.) 

Pelngello llaan Ke luangan De lsa dalam Pe lraturan Melnte lri 

Dalam Ne lgelri No lmolr 20 Tahun 2018 tepatnyapada pasal 2 ayat 1 

bahwa keluangan de lsa dise llelnggarakan delngan prinsip 

transparansi, akuntabilitas partisipatif, dan dilaksanakan se lcara 

telrtib. Hal ini me lnunjukkan pe lrlunya pe lngellollaan keluangan de lsa 

selcara telrbuka, transparan, dan se lsuai delngan pelraturan 

pelrundang-undangan yang ada. Pe lnelrapan tata ke llolla delsa yang 

kuat melmelrlukan sistelm akuntabilitas dan transparansi, se lhingga 

masyarakat me lmpunyai pe lmahaman yang je llas melngelnai 

pelrelncanaan, pe llaksanaan, dan pe lrtanggungjawaban ke luangan 

delsa(Menteri Dalam Negeri, 2018).  

Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Kejaksaan 

Negeri menggelar sosialisasi pengelolaan dana desa 2023 untuk 

pejabat di tingkat Kecamatan dan Desa se-Kabupaten 

Pekalongan. Dalam sambutannya, Bupati Pekalongan Fadia 

Arafiq, S.E., M.M., berpesan kepada seluruh Camat dan Kepala 

Desa/ Lurah berpartner dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten 

Pekalongan, dikarenakan Kejaksaan bukanlah momok yang 

menakutkan melainkan partner atau teman dari 

pemerintah.(Prokompim, 2023) 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kejaksaan 

Negeri Kabupaten Pekalongan Feni Nilasari, S.H., M.H. 

Pihaknya menghimbau kepada seluruh Camat dan Kepala 
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Desa/Lurah untuk selalu berkomunikasi dengan Kejaksaan 

melalui kasi-kasi yang ada. Kepala Kejaksaan Negeri atau yang 

biasa disingkat Kajari, memerintahkan tiga kepala seksi-nya 

untuk berbagi pengetahuan seputar pengelolaan dana desa. Tiga 

kasi tersebut adalah Kasi Datun (Perdata dan tata Usaha Negara), 

Kasi Intel (Intelejen), dan Kasi Pidsus (Pidana 

Khusus).(Prokompim, 2023) 

Kegiatan sosialisasi penyaluran dana desa, Bupati 

Pekalongan berpesan agar Kepala Desa dapat menjadi contoh 

yang baik bagi masyarakat dengan menjaga tingkah laku dan 

nama baik desanya masing-masing. Lebih lanjut, Bupati juga 

meminta Kepala Desa agar bisa benar-benar belajar dan jangan 

sampai menyalahi aturan. Ada dinas yang membatu supaya desa 

bisa melaksanakan kegiatan sesuai aturan. Tangan kita terbuka 

lebar untuk membantu desa agar pembangunannya berjalan baik. 

(Prokompim, 2022) 

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten 

Pekalongan, Adhi candra mengatakan bahwa masih banyak 

kepala desa yang menganggap dana desa dan alokasi dana desa 

(ADD) adalah kekuasaan kepala desa. Padahal lebih tepatnya 

dikelola oleh kepala desa dan BPD melalui musyawarah desa, 

sehingga penggunaan anggaran dalam pengelolaan dana desa 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam kesempatan ini, 

beliau mengingatkan agar Kepala Desa tidak memegang uang, 

dan diserahkan saja kepada bendahara. Jika ada kegiatan, cairkan, 

langsung buat SPJ. Karena jika pembuatan SPJ mengulur waktu, 

maka Kejaksaan Negeri maupun LSM bisa mengkasuskan. 

(Prokompim, 2022) 

Bimbingan Teknis Program Desa Anti Korupsi yang 

bertempat di Desa Paninggaran. Bupati Kabupaten Pekalongan 

mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 ini, desa banyak 

mensapat dana program yang anggarannya dari pusat langsung 

masuk ke desa tanpa melalui Pemerintah Kabupaten, untuk itu 

fadia mengingatkan para kades agar menguatkan komitmen di 

hati dan harus menyadari bahwa banyak mata yang tertuju untuk 
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mrlihat dan mengawasi mereka. Semua perangkat desa harus 

difungsikan sesuai tugas dan perannya masing-masing. (Nuke, 

2023) 

Pemerintah Jawa Tengah telah menetapkan 20 desa anti 

korupsi pada tanggal 16 Desember 2022, hal ini sebagai bentuk 

keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa tengah dalam mendukung 

pencegahan korupsi yang mulai merambah ke pemerintahan desa. 

(Nuke, 2023) 

Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada mei 2023 

menyatakan bahwa bertambahnya Desa Anti Korupsi di 

Kabupaten Pekalongan, yang semula hanya satu desa yaitu Desa 

Paninggaran (Kecamatan paninggaran), kini bertambah menjadi 

total 6 desa. Tambahan 5 desa itu yakni Desa Wonopringgo 

(Kecamatan Wonopringgo), Desa Tangkil Tengah (Kecamatan 

Kedungwuni), Desa Blimbingwuluh (Kecamatan Siwalan), Desa 

Pakumbulan (Kecamatan Buaran), dan Desa Kadipaten 

(Kecamatan Wiradesa). (Agus, 2023) 

Kecamatan Wonopringgo yang  terdiri dari 14 Desa, hanya 

satu Desa yang terpilih menjadi Desa anti korupsi, Yaitu Desa 

Wonopringgo. Desa lain yang ada di Kecamatan 

Wonopringgosalah satunya adalah Desa Sastrodirjan. Dilihat dari 

letak geografis, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan dan 

kemampuan, sebenarnya tidak jauh berbeda, tetapi Desa 

Sastrodirjan masih belum menunjukkan prestasi dan potensinya, 

maka dari itu,penulis tertarik melakukan pelnellitian di Delsa 

Sastroldirjan, Kelcamatan Wolnolpringgol, Kabupateln Pelkalolngan. 

Pelnellitian ini juga bellum pelrnah dilakukan di Delsa Sastroldrijan; 

O llelh karelna itu, telrdapat olptimismel yang belsar bahwa pelnellitian 

ini dapat dijadikan relfelrelnsi dan wawasan nyata yang 

melnggambarkan seljauh mana kinelrja dan tingkat partisipasi 

pelrangkat delsa dalam pelngellollaan uang delsa. Belrikut rincian 

dana delsa Sastroldirjan tahun 2020 hingga 2023. 
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Tabel 1. 1 

Dana Desa Sastrodirjan 2020 – 2023 

Tahun Alolkasi Dasar 
Alolkasi 

Afirmasi 

Alolkasi 

Kinelrja 

Alolkasi 

Folrmula 
Pagu Dana Delsa 

2020 651.999.000 - - 295.928.000 947.927.000 

2021 641.574.000 - - 308.180.000 949.754.000 

2022 665.508.000 - - 336.369.000 1.001.877.000 

2023 664.418.000 - - 525.295.000 1.189.713.000 

Sumbelr : Peraturan Bupati Pekalongan(2020, 2021a, 2021b, 2022) 

Pelmelrintah delsa melnganggarkan dan mellaksanakan 

kelgiatan priolritas yang belrsumbelr dari dana delsa, yang 

pelnggunaannya dipriolritaskan untuk (a) prolgram pelmulihan 

elkolnolmi belrupa pelrlindungan solsial dan pelnanggulangan 

kelmiskinan elkstrelm belrupa BLT Delsa minimal 10% dan 

maksimal 25%, (b) dana olpelrasiolnal pelmelrintah delsa paling 

banyak 3%, (c) prolgram keltahanan pangan helwan minimal 25%, 

telrmasuk pelmbangunan lumbung pangan delsa, dan (d) dukungan 

prolyelk selktolr priolritas.(Peraturan Bupati Pekalongan, 2022) 

Prolgram pelmulihan elkolnolmi dana delsa dimanfaatkan untuk 

BLT Delsa yang dimulai pada tahun 2020 keltika felnolmelna 

CO lVID-19 mellanda Indolnelsia dan melmbelrikan pelngaruh 

signifikan telrhadap kualitas hidup masyarakat dan kualitas 

pelrelkolnolmian. Pada tahun 2020, BLT Delsa disalurkan selbelsar 

Rp. 600.000 seltiap KPM (Kelluarga Pelnelrima Manfaat) pada 

bulan pelrtama sampai keltiga, kelmudian Rp. 300.000 dari bulan 

kelelmpat sampai bulan kelelnam. Mulai tahun 2021, BLT Delsa 

selcara kolnsisteln disalurkan seltiap bulan selbelsar Rp. 300.000 

hingga tahun 2023.(Peraturan Bupati Pekalongan, 2020) 

Pelmelrintah De lsa Sastroldirjan me llakukan kelgiatan 

pelmbagian BLT De lsa pelrtama kali di tahun 2023 pada bulan 

marelt. Belsaran pelnelrimaan se lbelsar Rp. 900.000 untuk bulan 

Januari, Fe lbruari, Mare lt delngan 34 kelluarga pelnelrima manfaat. 

Syarat pe lngambilan de lngan me lmbawa undangan dan 

melnunjukkan KTP se lrta KK. Ke lpala de lsa belrharap agar BLT 

dapat melmbantu pelrelkolnolmian dan be lrpelsan agar 
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melmaksimalkan pe lnggunaan bantuan untuk ke lpelntingan dan 

kelbutuhan polkolk telrlelbih dahulu.(Ekslusif.co.id, 2023) 

Melnurut pelnellitian Ulfah Andiani dan Tatik Zulaikha 

(2019) selbellumnya, pelrangkat delsa melmpunyai tanggung jawab 

dalam pelngellollaan dana delsa baik dari selgi pellaksanaan, 

pellapolran, dan pelrtanggungjawabannya. Karelna kurangnya 

pelmahaman pelrangkat delsa lainnya melngelnai pelnanganan dana 

delsa, maka hanya selkreltaris delsa dan kelpala delsa yang 

mellaksanakan belrbagai tugas. Akibatnya dipelrlukan instruksi 

tambahan karelna bellum selpelnuhnya selsuai delngan pelraturan 

pelrundang-undangan.(Andriani & Zulaika, 2019) 

Melnurut telmuan pelnellitian Nurlellah (2019), pelngellollaan 

uang delsa dilakukan delngan baik namun bellum maksimal. 

Karelna hanya selgellintir olrang yang telrlibat dalam pelrelncanaan 

musrelmbangdels delsa, maka hal telrselbut bellum bisa dianggap 

melwakili kelinginan masyarakat selcara kelselluruhan. Pada tahap 

instalasi, kinelrjanya kurang maksimal karelna tidak transparan 

dalam melnyajikan infolrmasi. Anggaran tellah digunakan selcara 

elfelktif, namun bellum dapat dipelrtanggungjawabkan dalam 

jangka waktu yang ditelntukan karelna kelmampuan dan 

pelngeltahuan belndahara telrbatas, selrta uraian tugas polkolk dan 

fungsinya bellum dipahami selpelnuhnya.(Nurlelah, 2019) 

Belrdasarkan latar bellakang diatas, maka pelnelliti telrtarik 

mellakukan pelnellitian delngan judul “Peran Perangkat Desa 

Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa 

Sastrodirjan, Kecamatan Wonopringgo Kabupaten 

Pekalongan”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam pe lnellitian ini be lrdasarkan latar 

bellakang di atas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana akuntabilitas pe lngellollaan dana de lsa di De lsa 

Sastroldirjan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten 

Pekalongan? 
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2. Bagaimana pe lran pelrangkat delsa dalampe lngellollaan dana 

delsa di De lsa Sastroldirjan, Kecamatan Wonopringgo, 

Kabupaten Pekalongan? 

C. Tujuan Penelitian 

Selsuai delngan rumusan masalah yang akan dipelcahkan, 

maka tujuan pelnellitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk melndelskripsikan bagaimana akuntabilitas 

pelngello llaan dana delsa di Delsa Sastroldirjan, Kecamatan 

Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana peran perangkat desa 

dalam pelngellollaan dana delsa di Delsa Sastroldirjan, 

Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Telolritis 

Pelnellitian ini diharapkan dapat me lmbelrikan manfaat 

dalam dunia akade lmis khususnya dalam ilmu akuntansi 

syariah yang kaitannya de lngan akuntansi publik. Pe lnellitian 

ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk 

pelngelmbangan ilmu akuntansi se lkto lr publik pada 

khususnya ilmu akuntansi pe lngellollaan dana delsa. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil pe lnellitian ini dapat me lmbelrikan 

manfaat bagi para pe lmangku ke lpelntingan (Stelakholldelr) 

yang be lrkaitan delngan pelnellitian ini, diantaranya : 

a Bagi pelnelliti, pelnellitian ini diharapkan be lrmanfaat 

selbagai belntuk pelngamalan ilmu yang te llah 

didapatkan dalam pro lsels pelmbellajaran di bangku 

kuliah. 

b Bagi masyarakat de lsa, pelnellitian ini diharapkan dapat 

melmbelrikan pelngeltahuan bagi masyarakat de lsa 

melngelnai pelngellollaan Dana De lsa se lhingga 

masyarakat dapat be lrpartisipasi dalam Pe lngellollaan 

Dana Delsa 

c Bagi pelmelrintah, pelnellitian ini diharapkan dapat 

melmbelrikan gambaran me lngelnai ko lndisi 
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pelrtanggungjawaban pe llaksanaan se lhingga dapat 

melngingkatkan akuntabilitas pe lngellollaan dana de lsa 

khususnya di De lsa Sastroldirjan. 

E. Sistematika Pembahasan 

1. Bab I Pelndahuluan 

Dalam bagian ini be lrisikan me lngelnai pelndahuluan 

selbagai acuan me lngapa pelnellitian ini dilakukan dan se lbagai 

pelngantar skripsi se lcara melnyelluruh. Bagian ini be lrisi 

telntang latar be llakang diambilnya te lma pelnellitian, alasan 

umum yang me lndasari dilakukannya pe lnellitian, dite lruskan 

delngan tujuan dan manfaat pe lnellitian untuk me lngeltahui 

selbelrapa pelnting pelnellitian ini dilakukan. Dalam bab ini 

diakhiri delngan pelnjellasan sistelmatika pe lmbahasan se lbagai 

gambaran arah pelnulisan dalam pe lnellitian. 

2. Bab II Landasan Telolri 

Bab ini be lrisi telntang telo lri ilmiah yang digunakan 

untuk melnunjang hasil pe lnellitian. Di dalam bab ini juga 

trdapat kajian pustaka yang tujuannya se lbagai relfelrelnsi 

melngelnai pelnellitian yang dilakukan. 

3. Bab III Meltoldel Pelnellitian 

Pada bagian ini dije llaskan melngelnai telknik dan cara 

yang akan digunakan dalam pe lnellitian. Telknik dan cara 

telrselbut me lliputi pelndelkatan pelnellitian, pe lnelntuan po lpulasi 

dan sampe ll, alat atau ke llelngkapan yang dipakai dalam 

pelngumpulan data, telknik pelngumpulan data se lrta telknik 

analisis data. Se llain itu pada bab ini juga dije llaskan 

melngelnai meltoldel untuk melnguji ke labsahan data agar 

pelnellitian yang dilakukan se lsuai delngan kaidah dalam 

pelnellitian. 

4. Bab IV Analisis Data dan Pe lmbahasan 

Bab ini me lrupakan inti dari pe lnellitian yang 

melnampilkan data yang te llah diambil dari lapangan. Mulai 

dari pro lfil delsa, so lsial masyarakat, hingga ke ladaan 

pelmelrintah de lsa. Data yang dipe lrollah dio llah lalu dianalisis 
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dan dijabarkan se lsuai delngan ko lndisi yang telrjadi di 

masyarakat. 

5. Bab V Pe lnutup 

Dalam bab ini be lrisi ke lsimpulan yang me lrupakan 

ringkasan dari hasil pe lnellitian yang dilakukan. Pada bab ini 

juga telrdapat saran atas pe lnellitian yang harapannya me lnjadi 

selbuah masukan dan elvaluasi untuk pihak telrkait. 
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BAB V 

PENUTUP 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dibagi menjadi 

beberapa tahap yaitu yang pertama tahap perencanaan, pada 

tahap ini telah menerapkan prinsip partisipasi dan 

transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran 

masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah 

desa. selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa 

terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang 

hadir untuk berjalannya pembangunan di desa Sastrodirjan. 

Kedua tahap pengelolaan yang telah menerapkan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas, dibuktikan dengan adanya 

informasi mengenai dana desa yang ditempel di depan balai 

desa, namun untuk pelaksanaan program sendiri ditemui 

masih adanya keterbatasan kualitas perangkat desa, 

disebabkan oleh faktor usia, sehingga dinilai kurang dalam 

pengelolaan secara aktif. Ketiga tahap pertanggungjawaban 

yang secara teknis maupun administrasi sudah baik, hal ini 

dibuktikan dengan lengkapnya laporan secara fisik maupun 

laporan yang diunggah melalui aplikasi Siskeudes oleh Kaur 

Keuangan, sehingga pencairan tahap selanjutnya tidak 

mengalami keterlambatan waktu. 

2. Perangkat desa Sastrodirjan telah berperan dalam 

akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Sastrodirjan. 

Perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. 

B. Saran 

1. Pelayanan administrasi dan kemasyarakatan di Desa 

Sastrodrijan sudah termasuk baik, namun masih bisa 

ditingkatkan lagi. Seperti halnya yang disampaikan salah 

satu tokoh yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, 
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bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah desa lebih 

berfokus di kantor, namu ketika ditemui warga dilapangan, 

respon yang diberikan masih kurang. 

2. Desa Sastrodirjan sudah mempunyai akun media sosial 

berupa facebook dan instagram, namun dalam pengelolaann 

dan pemanfaatannya masih tergolong kurang. Karena tidak 

semua kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa 

diposting ke media sosial. Semestinya media sosial bisa 

menjadi salah satu tempat untuk transparansi mengenai 

kegiatan yang dilakukan pemerintah desa kemudian 

diharapkan media sosial juga dapat menjadi wadah interaksi 

antara pemerintah desa dan masyarakat desa. 
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